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Dosen Pembimbing 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. 

2. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. 

 

 

 

Di dalam dunia militer dikenal sebuah aturan dimana komandan satuan 

bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka 

menjalankan tugas, termasuk dalam hal terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam 

perang. Padahal masih ada beberapa hal yang sekiranya tidak dapat dijadikan alasan 

pertanggungjawaban komando, akan adanya hal tersebut maka penulis merumuskan 

2 rumusan masalah sebagai landasan penulisan yakni Bagaimana pertanggungjawaban 

komando dalam ruang lingkup militer serta Bagaimana tanggungjawab negara terhadap 

pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada Kasus Timor-Timur. Dengan 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi 

kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua kesalahan bawahan dapat termasuk ke 

dalam pertanggungjawaban komando setidaknya ditanggung oleh atasan atau 

komandan satuan. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban komando setidaknya harus 

memenuhi beberapa unsur yang meliputi, adanya hubungan atasan dan bawahan, 

adanya pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan 

adanya failure to act yakni tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum 

serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan adanya 

ketetapan syarat sebagaimana diatas maka seharusnya pihak pemerintah lebih 

konsisten dalam penentuan sebab serta peraturan yang berlaku serta perlu adanya 

penambahan pasal mengenai pertanggung jawaban komando, HAM serta HAM berat. 

Kata kunci :  Pertanggungjawaban Komando, HAM berat dan efektivitas 
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In the military world, there is a rule that unit commanders are responsible for the 

actions taken by their subordinates in carrying out their duties, including in the event 

of violations during war. In fact, there are still some things that cannot be used as 

reasons for command responsibility, because of this, the author formulates 2 problem 

formulations as a basis for writing, namely How is command responsibility in the 

military scope and How is the state responsible for gross human rights violations that 

occurred in Indonesia in the East Timor Case. By using a normative legal research 

type with a literature study data collection technique. The approach used in this study 

is the statute approach and the case approach. The results of this study are that not 

all subordinate errors can be included in command responsibility at least borne by 

the superior or unit commander. This is because command responsibility must at 

least meet several elements including, the existence of a superior and subordinate 

relationship, the superior's knowledge of the crimes committed by his subordinates, 

and the existence of a failure to act, namely actions that failed to be taken to prevent, 

punish and stop criminal acts committed by his subordinates. With the provisions of 

the conditions as above, the government should be more consistent in determining the 

causes and applicable regulations and there needs to be additional articles regarding 

command responsibility, human rights and serious human rights violations. 
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